








































Salah satu polemik dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan sorotan 
adalah permasalahan outsourcing. Outsourcing dapat disebut juga sebagai 
perjanjian pemborongan pekerjaan.  Dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang 
dibuat secara tertulis. outsourcing banyak dilakukan untuk menekan biaya 
pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan 
jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan 
pekerja/buruh. Sistem Outsourcing di Indonesia masih ada praktik menyimpang 
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN,  pekerja yang bekerja 
diperusahaan tersebut telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan 
BUMN sehingga banyak pekerja yang tidak dapat terpenuhi hak-hak normatifnya 
sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 
Ketenagakerjaan. Oleh karena itu diperlukan Tanggung gugat pemerintah untuk 
mengawasi pelaksanaan sistem Outsourcing diperusahaan BUMN. 
 
















One of the many polemics in employment that gets the spotlight is outsourcing 
issues. Outsourcing can also be referred to as employment contract. Article 64 of 
Law Number 13 Year 2003 on Manpower states that a company may deliver part 
of its work to another company through employment contracting agreements or 
the provision of services made in writing. outsourcing is mostly done to reduce 
labor costs by protecting and working conditions that are given far below what 
should be given so that it is very detrimental to the worker / laborer. Outsourcing 
system in Indonesia there are still deviant practices undertaken by SOE 
companies, workers who work in the company have been terminated employment 
by SOE companies so many workers who can not be fulfilled their normative 
rights as regulated by Law No. 3 of 2013 About Manpower. It is therefore 
necessary to account for the responsibility of the Government to oversee the 
implementation of Outsourcing system in the company of SOEs. 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Outsourcing yang diterapkan oleh beberapa perusahaan BUMN  tidak sesuai 
dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pelanggaran aturan 
itu menyebabkan pekerja outsourcing tidak mendapatkan hak normatif 
sebagaimana mestinya, sehingga sistem Outsourcing yang dilakukan oleh 
perusahaan BUMN telah melakukan pelanggaran. 
2. Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, memiliki 
kewenangan untuk menerbitkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan 
tertulis terkait pelaksanaan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 
ayat (4) UU 13/2003 dari nota PPK ini ditindaklanjuti oleh putusan 
pengadilan negeri untuk memberikan kekuatan hukum memaksa bagi 
pengusaha untuk mentaatinya. 
 
4.2 Saran 
Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan maka penulis menyarankan: 
1. Agar perusahaan BUMN mempekerjakan kembali dan mengangkat pekerja 
Outsourcing menjadi pegawai tetap, memberikan sanksi pada Direksi 
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perusahaan BUMN yang menerapkan Outsourcing dan mengabaikan 
rekomendasi dari pemerintah. 
2. Perusahaan-perusahaan BUMN diwajibkan untuk menjalankan peraturan-
peraturan yang sesuai dengan Nota Pemeriksaan dan/atau Penetapan, 
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan 
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